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BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, serta
berorientasi pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan
transparansi, diperlukan pengawasan internal yang kuat
sebagai landasan filosofis;

bahwa perkembangan tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat menuntut adanya penguatan
peran dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Ogan
Komering Ilir dalam menjalankan fungsi pengawasan
internal;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, perlu dilakukan
penyesuaian secara periodik terhadap Piagam
Pengawasan Internal (Internal Audit Chartery di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang Piagam
Pengawasan Internal (Internal Audit Charter);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang....
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7031);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Reformasi dan Birokrasi Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan

Komering Ilir.

. Piagam Pengawasan Internal (Intermal Audit Charter)

adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal
yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan,
sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung
jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten
dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan
lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan
ekstern dan lembaga lembaga lain yang terkait.

. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk
dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter)
dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk
melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung
jawabnya secara kompeten, independen, obyektif dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Piagam Pengawasan Internal
(Internal Audit Charter) sebagaimana dimaksud di dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten wajib mematuhi ketentuan yang tercantum
dalam Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit
Charter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Piagam
Pengawasan Internal (Internal Audit Chartery di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 4 November 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal A Novemper F-OXS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

M‘-ﬂ,

ASMAR WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 38



